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Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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PRAKATA 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis bisa 

merampungkan buku Pengawasan Keuangan Negara Antara Ada dan 

Tiada (Fakta Empiris Kota Samarinda). 

Penulis termotivasi membahas topik ini karena melihat 

perkembangan kondisi pengawasan keuangan negara tidak sedang 

baik-baik saja. Hal ini terlihat Indeks Persepsi korupsi yang 

berfluktuasi tapi cenderung menurun. Selain itu, banyaknya lembaga 

pengawas keuangan negara tidak menjadikan kebocoran keuangan 

negara dapat diminimalisir, tetapi semakin banyak kasus korupsi 

yang mencuat ke publik. 

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman tentang 

pengawasan keuangan negara khususnya pengawasan internal. 

Dengan demikian, akan meningkatkan pemahaman dan pencerahan 

bagi para mahasiswa, pemerhati, praktisi pengawasan keuangan 

negara dan khalayak umum yang berminat untuk mengkaji isu 

tersebut. 

Buku ini penjelaskan upaya pengawasan keuangan negara 

dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan. 

Banyaknya lembaga pengawasan menimbulkan carut-marut 

pengawasan yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Selanjutkan buku 

ini menjelaskan gambaran Inspektorat Kota Samarinda, perencanaan 

pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Pada bagian akhir 

menjelaskan pelaporan audit dan pola ideal pengawasan keuangan 

daerah. 

Penulis berharap semoga buku ini memberikan manfaat 

dalam pengembangan Akuntansi Sektor Publik khususnya bidang 

pengawasan keuangan negara. Selain itu, juga dapat digunakan untuk 

pembelajaran Audit Sektor Publik. Para praktisi dan khalayak umum 

dapat memanfaatkan buku ini untuk menambah wawasan tentang 

pengawasan keuangan negara. 

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang membantu selama proses penyusunan 

buku ini. Khususnya kepada isteri dan anak-anakku yang penuh 
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pengertian dan kesabaran menemani penulis walau terpisah oleh 

jarak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini belumlah 

sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Namun 

demikian, saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa 

diharapkan untuk kesempurnaan substansi buku ini. 

 
 

Samarinda, Nopember 2022 

Penulis 
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KATA PENGANTAR PAKAR 

Sudah diketahui bersama bahwa banyaknya lembaga pengawas 
keuangan negara seharusnya menjadikan pengelolaan keuangan negara 
semakin efektif, efisien, ekonomis, dan bebas dari korupsi dan berbagai 
stigma negatif lainnya. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan kinerja 
pengawasan keuangan negara masih jauh dari harapan. Hal ini 
menunjukkan bahwa aparat pengawasan intern masih belum dapat 
memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 
pencegahan korupsi. 

Di sisi lain, kajian tentang permasalahan kinerja pengawasan 
keuangan lebih banyak berisi hal-hal yang bersifat umum, masih sedikit 
yang mengarah kepada pengembangan pola ideal pengawasan yang 
dapat dilaksanakan dalam rangka mengamankan keuangan negara agar 
permasalahan korupsi dapat dikurangi. 

Dalam konteks itulah kehadiran buku ini menjadi penting, 
karena buku ini mengupas berbagai permasalahan yang ada dalam 
proses pengawasan dan memberikan pengembangan pola ideal 
pengawasan sesuai disiplin ilmu pengetahuan yang mendasarinya. 

Pemaparan isi buku ini teratur. Hal ini tercermin dari isi tiap- 
tiap bab yang ada. Selain itu, penyajian dengan bahasa yang sederhana 
dan penjelasan yang sistematis dan lugas, contoh-contoh permasalahan 
disertai solusinya dipaparkan lengkap, menjadikan buku ini mudah 
untuk dipelajari, apalagi penulis tetap secara konsisten memegang 
prinsip-prinsip pengawasan keuangan negara. 

Saya ucapkan selamat kepada Saudara Jamaluddin atas 
terbitnya buku ini, semoga jangan berhenti menulis untuk memperkaya 
khasanah buku-buku dalam rangka mencerdaskan bangsa dan terus 
berkontribusi bagi kemajuan pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya 
Akuntansi Sektor Pubik. 

 

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, MCom (ACCY), 
MCom-Hons, CSRS, CSRA, CSP, CA, Ph.D 
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Brawijaya 
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SAMBUTAN 

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MULAWARMAN 
 

Assalamuaikum WW 

Kehadiran buku “Pengawasan Keuangan Negara, Antara Ada dan 

Tiada (Bukti Empiris Kota Samarinda)” yang ditulis oleh Dr, Jamaluddin, 

S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS. Sangat bermanfaat untuk menjadi rujukan bagi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya untuk mata kuliah 

Akuntansi Sektor Publik, bidang Audit Keuangan Negara. Selain itu, buku 

ini pun dapat berguna bagi pemerhati keuangan negara pada umumnya. 

Penulis menyajikan secara mendalam tentang pengawasan 

keuangan negara. Dengan demikian, penulis memahami kondisi empiris 

yang terjadi. Pemaparan upaya pengawasan keuangan dilakukan secara 

detail. Lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan, perencanaan 

dan pelaksanaan pengawasan disajikan dengan bahasa yang muda 

dimengerti. Pola pengawasan yang ideal yang diusulkan penulis dapat 

menjadi solusi dalam pengawasan keuangan. 

Membaca buku ini diharapkan dapat memunculkan ide untuk 

pengambangan Akuntansi Sektor Publik, khususnya bidang pengawasan 

keuangan negara. Tujuannya agar kebocoran keuangan keuangan negara 

dapat diminimalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan 

pemerintahan yang good dan clean government. 

Diterbitkannya buku ini akan menambah referensi bacaan 

tentang pengelolaan keuangan negara baik secara teoretis maupun 

secara praktik. Kami juga berharap semakin banyak buku-buku yang 

dapat diterbitkan lagi untuk menambah hasanah keilmuan akuntansi. 

 
Samarinda, Nopember 2022 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mulawwarman 
 
 
 
 

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si. 
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SAMBUTAN REKTOR 
UNIVERSITAS MULAWARMAN 

Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh. 

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 
terbitnya buku “Pengawasan Keuangan Negara, Antara Ada dan Tiada 
(Fakta Empiris Kota Samarinda). Saya menyambut gembira atas kerja 
keras dan keseriusan penulis sehingga buku ini dapat diterbitkan. 
Harapan saya, buku ini akan menambah referensi bagi mahasiswa, 
dosen, praktisi dan pemerhati Akuntansi Sektor Publik, khususnya 
bidang Pengawasan Keuangan Negara. 

Buku ini akan memberikan pemahaman yang mendalam 
tentang pengawasan keuangan negara, khususnya pengawasan 
internal. Pengelolaan keuangan negara sangat terbantu dengan 
adanya pengawasan keuangan. Hal yang mutlak, pengawasan 
keuangan negara harus dilakukan agar penggunaan keuangan dapat 
dilakukan secara maksimal. Artinya kebocoran keuangan dapat 
diminimalkan. 

Pengawasan keuangan negara ini menjadi penting agar 
anggaran yang telah disusun benar-benar dapat dijalankan. Selain itu, 
pengawasan diperlukan untuk menjaga agar kegiatan penerimaan 
dan pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dengan demikian akan tercipta good governance dan clean 
government. 

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penulis buku 
ini, Dr. Jamaluddin, S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS. Semoga terus berkarya 
untuk meningkatakan kualitas pendidikan, khususnya Akuntansi 
Sektor Publik. Kepada para pembaca buku ini, galilah khasanah ilmu 
pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi dalam memahami 
pengelolaan keuangan negara. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 
Samarinda, Nopember 2022 
Rektor 
Universitas Mulawaraman, 

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si 
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SAMBUTAN 
WALIKOTA SAMARINDA 

Kehadiran buku “Pengawasan Keuangan Negara, Antara Ada dan 
Tiada (Fakta Empiris Kota Samarinda)” adalah sejalan dengan misi Kota 
Samarinda. Misi di Bidang Pemerintahan yaitu mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas 
korupsi. Hal ini akan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi 
masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan. Oleh 
karena itu, diperlukan strategi yang mumpuni, salah satunya dalam 
pengawasan dan pengendalian internal pemerintah. 

Saat ini, pengendalian internal masih dianggap semacam sapu 
jagat. Artinya mampu menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi, 
banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan ataupun maraknya 
pemberitaan kasus korupsi menyiratkan seolah-olah ada atau tidak 
adanya pengendalian internal hasilnya sama saja. Hal ini memuncul 
pemikiran bahwa pengawasan atau pengendalian internal tidak perlu 
karena hanya menambah beban kerja, waktu, dan biaya. 

Sebuah pepatah: “tak ada gading yang tak retak”, meskipun telah 
dibuat pengendalian internal dan pengawasan yang baik. Akan tetapi, 
selalu terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk orang-orang yang 
berniat jahat. Oleh karena itu, yang harus kita ingat: “Knowing is nothing, 
but applying what you know is everything”, Suatu sistem pengawasan 
ataupun pengendalian internal yang dirancang memang belum 
sempurna. Namun demikian, hal itu tidak menjadi penghalang, tidak 
perlu menunggu sampai segala sesuatu menjadi sempurna. 

Peduli akan hal ini, Saudara Jamaluddin telah menuangkan 
pemikiran kritisnya dalam sebuah karya intelektual. Tema pengawasan 
keuangan negara dikemas sedemikian rupa sesuai prinsip-prinsip 
keilmuan. Sebagai sebuah hasil kajian buku ini merupakan paket 
lengkap. Penulis memaparkan permasalahan dan kendala yang dihadapi 
oleh Inspektorat Kota Samarinda dalam melakukan tugas pokok dan 
fungsinya. Selain itu, penulis juga menyertakan solusi untuk perbaikan, 
saran dan masukan. Buku ini dapat menjadi rujukan penyusunan road 
map tata kelola pengawasan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka 
continuous improvement. 

Atas dedikasi ini saya mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan terbaik kepada Saudara Jamaluddin, tetap semangat 
berkarya dan terus berkontribusi untuk kemajuan Kota Samarinda. 

 
Samarinda, Nopember 2022 

Walikota Samarinda, 

 
Dr. H. Andi Harun 
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BAB 1 
UPAYA PENGAWASAN KEUANGAN 



2  

1.1. Indikator Utama Pengawasan Keuangan 

Upaya pemerintah meminimalkan korupsi ditunjukkan 

dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang 2012 – 2025. Selain itu, 

pemerintah juga melakukan reformasi birokasi menuju arah 

pemerintahan yang terbuka dan membentuk tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) sehingga diharapkan 

dapat menghasilkan pemangku jabatan yang profesional dan 

mempunyai integritas yang tinggi. 

Upaya lain dilakukan pemerintah adalah menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Hal ini diharapkan dapat 

terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

akuntabel di semua lini pemerintahan. Komitmen anti korupsi ini 

harus secara bersama-sama dilaksanakan oleh aparatur negara 

dan masyarakat agar tujuan berbangsa dan bernegara dapat 

tercapai yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. 

Andrianto dan Irianto (2008, hlm. 162) menegaskan bahwa hal ini 

harus menjadi bagian integral yang dipastikan bahwa 

kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. 

Terpenuhinya kesejahteraan rakyat merupakan hal yang 

diimpikan oleh seluruh masyarakat sehingga pengelolaan 

pemerintahan yang bersih sangat diharapkan. Menurut Zawilska 

dan Albury (2015) pengelolaan pemerintahan yang bersih, 

transparan, akuntabel dan bebas dari KKN merupakan tugas 

inspektorat secara kelembagaan, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Namun demikian, bukannya hanya inspektorat 

yang melakukan pengawasan. Lembaga lain yang dimaksud juga 

melakukan pengawasan penyelenggaraan negara yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan 
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BAB 2 
PERANGKAT LEMBAGA 

PENGAWASAN KEUANGAN 
NEGARA 
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2.1. Pengawasan Keuangan Negara 

Pengawasan keuangan negara adalah amanat Undang- 

Undang, diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tujuan 

pengawasan adalah untuk memastikan bahwa apa yang telah 

direncanakan di APBN atau APBD telah dilaksanakan. Dalam 

bahasa manajemen, pengawasan bertujuan untuk 

membandingkan antara hasil yang dicapai dengan target yang 

sudah ditetapkan. Hasil pengawasan ini akan manjadi bahan 

evaluasi untuk mengetahui apakah terjadi deviasi antara target 

dan capaian hasil yang diperoleh. Pengawasan juga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Tujuan pengawasan bersifat umum sebagaimana 

disebutkan di atas. Bila difokuskan ke pengawasan keuangan 

negara, maka tujuan pengawasan keuangan negara sebagaimana 

dijelaskan oleh Ulum (2009, hlm. 129) adalah: 

1. Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar 

dijalankan 

2. Untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan 

pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran 

yang telah digariskan. 

3. Untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pemerintah akan menjalankan amanat yang telah dituangkan 

dalam APBN dan atau APBD. Eksekutif sebagai pihak eksekutor 

dalam pelaksanaan amanat ini, diperlukan pengawalan atau 

pengawasan agar pelaksanaan APBN/APBD berjalan di atas rel 

yang sudah disepakati. Berbagai lembaga pengawas yang ada di 

internal pemerintah seperti BPKP, Inspektorat dan SPI disebut 

sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP akan 

mengawal pelaksanaan realisasi APBN/ APBD ini. Pengawasan 

oleh APIP dilaksanakan secara fungsional dari pemerintahan 

pusat sampai pemerintahan daerah. Pengawasan ini bersifat 
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fungsional artinya mereka bertanggung jawab kepada pimpinan 

instansinya secara langsung. Di tingkat pemerintahan pusat 

bertanggung jawab kepada Presiden, Pimpinan Lembaga 

Kementerian dan Non Kementerian. Di tingkat pemerintah 

provinsi bertanggung jawab kepada gubernur, kepala kantor 

wilayah dan tingkat pemerintahan kabupaten/kota bertanggung 

jawab kepada bupati/walikota, kepala OPD dan kepala satuan 

kerja lainnya. 

Pemerintah sebagai eksekutor pelaksanaan APBN perlu 

senantiasa dikawal agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. 

Pengawalan ini dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang ada di 

internal pemerintah, sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Oleh 

karena itu, lembaga ini disebut sebagai lembaga pengawas 

fungsional yang bertanggung jawab terhadap pimpinan 

instansinya seperti kepala satuan kerja, bupati, walikota, 

gubernur, kepala lembaga kementerian dan non kementerian 

serta presiden. Lembaga-lembaga pengawas ini adalah 

Inspektorat Jenderal, Satuan Pengawas Internal (SPI), Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Realisasi anggaran APBN/APBD dilaksanakan oleh pihak 

eksekutif sesuai tingkatan pemerintahan masing-masing dibantu 

oleh APIP. Pimpinan instansi selain bertanggung jawab terhadap 

realisasi pelaksanaan APBN/APBD sekaligus juga bertanggung 

jawab terhadap pengawasan pelaksanaan APBN/APBD tersebut. 

Model pengawasan oleh pimpinan secara langsung disebut 

pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini tergolong sebagai 

pengawasan internal. Pengawasan melekat ini artinya 

pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh atasan 

kepada bawahan. Pengawasan melekat ini dapat dilakukan secara 

preventif dan atau refresif (Instruksi Presiden Nomor 1, 1989). 

Pengawasan melekat ini sering diplesetkan sebagai pengawasan 

malaikat, karena menurut kepercayaan Islam bahwa setiap 

manusia dikawal oleh dua malaikat yang senantiasa mencatat 

perilaku manusia. 
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BAB 3 
CARUT MARUT ANTAR LEMBAGA 

PENGAWAS 
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Carut marut yang terjadi pada lembaga pengawas 

keuangan yaitu DPR, DPD, DPRD, BPK, BPKP dan Inspektorat telah 

menjadikan lembaga pengawas ini tidak dapat berfungsi secara 

maksimal yang disebabkan oleh berbagai kendala. Untuk 

memahami carut marut yang terjadi pada lembaga pengawas 

tersebut, berikut uraiannnya. 

 
 

3.1. Carut Marut DPR, DPD, dan DPRD 

Pengawasan yang dilakukan DPR dan DPRD bukan 

pengawasan yang bersifat teknis seperti yang dilakukan oleh BPK, 

BPKP ataupun oleh inspektorat, tetapi fungsi pengawasan 

diwujudkan dalam bentuk rapat dengar pendapat, kunjungan 

kerja, pansus, interpelasi, angket, menyatakan pendapat, 

menyetujui atau menolak usulan rancangan undang-undang yang 

diusulkan pemerintah/rancangan peraturan daerah (PP No 25 

Tahun 2004). Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh DPD 

adalah terhadap dinamika otonomi daerah sebagimana diatur 

dalam undang-undang termasuk tahapan pembentukannya, 

pemekaran daerah jika memungkin, dan kemungkinan 

penggabungan daerah kembali jika gagal dalam pemekaran. Selain 

itu, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga 

menjadi bagian pengawasan DPD. Pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi, pelaksanaan APBN di daerah, 

termasuk pajak, pendidikan dan agama adalah kewenangan 

pengawasan DPD. (Undang-Undang No 17 Tahun 2014). 

Pengawasan oleh anggota DPR, DPD, dan DPRD terkendala 

tidak dapat dilaksanakan maksimal karena keterbatasan 

kemampuan sumber daya manusia anggota DPR, DPD dan DPRD. 

Sebagian anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih melalui 

pemilihan umum tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni 

untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal senada 

dijelaskan oleh (Marbun, 1994, hlm. 87) yang menyatakan bahwa 

pengendalian dan pengawasan oleh anggota legislatif tidak 

terlaksana secara sempurna atau dilakukan setengah-setengah 
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karena minimnya pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis 

yang dimiliki rata-rata anggota legislatif dibandingkan dengan 

eksekutif. 

Selanjutnya (Marbun, 1994, hlm. 87) menambahkan 

bahwa sering dijumpai dalam rapat dengar pendapat, anggota 

legislatif cepat merasa puas atas penjelasan eksekutif karena 

faktor kemalasan dan kurangnya tanggung jawab pribadi sebagai 

wakil rakyat. Bahkan pada pemilihan umum legislatif tahun 1999, 

sebagian anggota legislatif yang terpilih berpendidikan sekolah 

menengah pertama ke bawah termasuk yang tidak tamat 

pendidikan dasar. 

Hal yang sama dikemukan oleh Husen (2005, hlm. 258) 

bahwa DPR kurang memberikan dukungan terhadap hasil temuan 

BPK secara hukum dan politis karena kamampuan DPR untuk 

memahami secara cepat hasil pemeriksaan BPK sangat kurang. 

Hal ini dapat dipahami karena latar belakang pendidikan dan 

pengetahuan para anggota DPR-RI tidak mendukung. Selain itu, 

tidak adanya tolok ukur yang digunakan DPR-RI untuk bisa 

menilai pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan 

negara hasil pemeriksaan BPK. Hal yang sama dikemukan oleh 

Soesatro, Triaswati, Alisjahbana, dan Adiningsih (2005, hlm. 267) 

bahwa dalam hal pengawasan, ada ketidakseimbangan 

pengetahuan DPR dan pihak pemerintah. Selain itu, juga ada 

faktor politik, kadang-kadang ada anggota DPR mengerti dan 

paham suatu permasalahan, tetapi tidak memiliki keberanian. 

 
 

3.2. Carut Marut BPK 

BPK sebagai lembaga pengawas keuangan yang bebas dan 

mandiri sebagaimana ditegaskan pada UUD 1945 pasal 23 E ayat 

1 dinyatakan yang intinya adalah harus adalah lembaga pengawas 

yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan 

pengelolaan keuangan dan juga untuk pertanggungjawaban 

keuangan negara. Namun dalam praktiknya BPK tidak bebas dari 

intrik politik dan kekuasaan. Ini dapat dilihat pada saat pemilihan 
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pimpinan BPK, ada sebagian pimpinan BPK yang terpilih dari 

unsur partai politik. 

Pimpinan BPK dari unsur partai politik ini rawan 

diintervensi dari partai politiknya apalagi kalau partai politik 

tersebut sedang berkuasa. Gubernur, bupati, walikota dan menteri 

bahkan presiden dari partai politik yang sama dengan pimpinan 

KPK memunculkan hubungan khusus. Hal ini membuat BPK 

menjadi tidak bebas dan mandiri. Ini bisa dibuktikan dari 

beberapa daerah yang bupati atau walikota yang sama partainya 

dengan unsur pimpinan BPK, maka predikat opini Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK atas daerah tersebut adalah Wajar Tanpa 

Pengecualiaan (WTP). Begitu bupati atau walikotanya berganti 

yang partai politik berbeda dengan pimpinan BPK, maka predikat 

opini LHP BPK atas daerah tersebut tidak lagi memperoleh WTP. 

Hal ini menunjukkan adanya hubungan khusus. 

Selain persoalan hubungan khusus, tindak lanjut hasil 

pemeriksaan BPK tidak memperoleh dukungan baik secara politik 

maupun dalam rangka penegakan hukum, khususnya temuan- 

temuan BPK yang berkaitan dengan penyimpangan keuangan 

negara (Husen, 2005, hlm. 258). Kasus yang sempat mencuat 

tahun 2016 – 2017 adalah dugaan korupsi mantan gubernur DKI 

Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada kasus sumber 

waras, kasus reklamasi Teluk Jakarta, kasus pembelian tanah 

cengkareng, dan lain sebagainya yang oleh KPK dinyatakan tidak 

ada niat jahat dan belum ditemukannya unsur korupsi, padahal 

hasil audit BPK menyatakan terdapat kerugian negara dan 

pelanggaran hukum atas kasus tersebut (Batubara, 2017, hlm. 44). 

Hal ini membuktikan kurangnya dukungan dari penegak hukum. 

Pertama dalam sejarah republik ini LHP BPK tidak dipercaya oleh 

aparat penegak hukum. 

Persoalan lain yang dihadapi BPK saat ini, karena sistem 

pertanggungjawaban pemerintah yang belum tertib, dan belum 

komprehenship, sehingga BPK harus mencari sendiri. Hal ini bisa 

menjadikan BPK bakal terjebak dengan persoalan-persoalan yang 
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BAB 4 
GAMBARAN UMUM 

INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA 
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Inspektorat Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas 

internal pemerintah kota yang mempunyai kewenangan 

melakukan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam 

merealisasikan APBD yang telah ditetapkan. Secara spesifik tujuan 

inspektorat adalah meningkatkan pendayagunaan aparatur 

negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan good and clean 

government. Namun khusus lebih khusus lagi tugas dan fungsi 

inspektorat diatur melalui peraturan Walikota Samarinda Nomor 

31 Tahun 2014, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, tentang Penjabaran 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Kota Samarinda. 

Dalam peraturan Walikota Samarinda nomor 31 Tahun 

2014 dijelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala daerah merumuskan 

kebijakan dan koordinsi di bidang pengawasan. Pelaksanaan 

pengawasan di OPD meliputi penyusunan program pengawasan, 

pengawasan kebijakan dan program, pengawasan aset tetap dan 

keuangan, pengawasan kepegawaian, review laporan keuangan 

dan konsultasi, pendampingan. Program pengawasan yang paling 

sering dilakukan adalah pengawasan asset tetap dan keuangan, 

serta pengawasan kepegawaian. Program pengawasan ini dibuat 

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT ini 

dibuat dalam satu tahun anggaran. 

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, inspektorat 

mengacu pada berbagai peraturan pemerintah dan peraturan 

menteri diantaranya adalah peraturan pemerintah (PP) Nomor 79 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan 
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Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012 dan berbagai 

peraturan lainnya. 

Selain berbagai aturan di atas yang menjadi acuan 

inspektorat dalam melakukan pengawasan, secara internal telah 

ditetapkan visi inspektorat Kota Samarinda yang menjadi 

acuannya yaitu: “Terwujudnya Pengawasan Internal yang 

Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. 

Visi inspektorat ini ditetapkan untuk menunjang dan 

mengsukseskan Kota Samarinda yang mempunyai visi: 

“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan 

yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkunan”. 

Visi Inspektorat mengandung makna bahwa semakin kecil 

peran aparat pengawas fungsional, maka semakin baik 

penyelenggaraan pemerintahan, hal ini didasari Norma 

Pengawasan yang dijunjung dan dipedomani aparat pengawas 

inspektorat. Artinya dengan sikap disiplin, tanggap, objektif dan 

taat pada aturan dengan dilandasi kemampuan yang professional, 

teliti dan jujur didukung oleh kerjasama dan rasa tanggung jawab 

akan dicapai prestasi kerja yang optimal guna mendukung good 

governance dan otonomi daerah. 

Untuk mewujudkan visi inspektorat, maka ditetapkan dua 

misi yang harus dilaksanakan jajaran inspektorat. Misi ini juga 

menjadi acuan yang harus dipahami agar tujuan organisasi dapat 

dicapai dengan hasil yang baik. Harapannya dengan penetapan 

misi ini, maka seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan 

dengan inspektorat dapat mengenal, memahami, alasan 

keberadaan dan peran inspektorat. Kedua misi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pengawasan yang Berkualitas dan Profesional 

2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur didukung Sarana dan 

Prasarana yang Memadai. 
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BAB 5 
PERENCANAAN PENGAWASAN 

INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA 
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5.1. Penelusuran Program Kerja Pengawasan Tahunan 

Dokumen awal yang mendasari dilakukannya pengawasan 

adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT ini 

merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang 

merupakan bagian integral dari program jangka menengah dan 

jangka panjang. Dokumen PKPT digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kota Samarinda. 

Program kerja pengawasan tahunan ini adalah turunan 

dari rencana strategis (renstra) lima tahunan yaitu tahun 2016 – 

2021 yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Samarinda. Sedangkan 

Renstra Inspektorat Kota Samarinda juga tidak terlepas dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota 

Samarinda Tahun 2016 - 2021 yang menjadi induknya. RPJMD 

adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Kerja Daerah ke dalam 

Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program 

Prioritas dan Arah Kebijakan Keuangan Walikota. RPJMD ini 

disusun dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara 

perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

kepentingan pemerintah daerah sehingga dapat mencapai tujuan 

nasional. Sedangkan RPJMD mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional periode 2005- 

2025. 

Dari penelusuran kami, PKPT yang disusun Inspektorat 

telah sesuai dengan Perpres 55 Tahun 2012, diantaranya adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah 

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai laporan yang 

disampaikan masyarakat memang tidak sepenuhnya 100 persen 

benar, tetapi itu menunjukkan wujud partisipasi dan kepedulian 

masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan 

korupsi. Laporan masyarakat ini, dalam beberapa kasus setelah 

didalami memang tidak benar atau tidak sepenuhnya benar, tetapi 

menjadi pintu masuk untuk menemukan praktik korupsi dalam 

bentuk lain. 
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Sesuai Perpres 55 Tahun 2012, keterlibatan masyarakat 

dapat dimulai dari tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Namun menurut 

pengamatan, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada 

pelaporan masyarakat untuk kasus-kasus tertentu terutama 

masalah pelayanan masyarakat, dan kasus dugaan korupsi oleh 

aparatur negara. 

Reflesivitas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan 

PKPT dilakukan secara tidak langsung. Artinya informasi yang 

disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran informasi oleh 

Inspektorat dijadikan masukan dalam penyusunan PKPT. 

Informasi tersebut memang tidak semuanya digunakan untuk 

penyusunan PKPT, tetapi ada bagian dari informasi tersebut yang 

bermanfaat untuk dijadikan masukan dalam penyusunan PKPT. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak secara 

langsung berpastisasi secara khusus dalam menyusunan PKPT. 

Penyusunan PKPT tentu memperhatikan ketersediaan 

sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial, 

sebagaimana telah ditetapkan pada renstra. Penjelasan ini 

menunjukkan bahwa anggaran yang besar tidak selalu menjadi 

perioritas dalam penyusunan PKPT karena anggaran audit sudah 

mempunyai ukuran yang standar. Meskipun anggaran audit yang 

tersedia dapat saja ditingkatkan sesuai aturan. Namun karena 

terbatasan sumber daya manusia dalam hal ini keterbatasan 

tenaga auditor sehingga besaran anggaran audit disesuaikan 

dengan kemampuan daya serap inspektorat. 

Selain PKPT, Inspektorat juga telah penetapan kebijakan 

dan prosedur atau Standard Operation Prosedur (Sopanah dkk., 

2013) yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan audit intern 

sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia (SAIPI) Nomor 3040. Dalam SAIPI dijelaskan bahwa 

kebijakan dan prosedur kegiatan audit intern dibuat untuk 

memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan kegiatan 

audit intern secara ekonomis, efesien dan efektif. Selain itu, ruang 
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BAB 6 
PELAKSANAAN PENGAWASAN 

INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA 
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6.1. Survei Pendahuluan 

Tahapan awal yang dilakukan auditor sebelum 

melaksanakan audit adalah survei pendahuluan. Survei 

Pendahuluan ini untuk mengumpulkan data awal dan informasi 

keadaan auditi. Hal ini diperlukan sebagai bahan masukan auditor 

untuk memperoleh gambaran organisasi auditi berupa profil 

organisasi dan pemahaman menyeluruh terhadap operasional 

organisasi. Survei pendahuluan ini dapat dijadikan sebagai senjata 

bagi auditor untuk memperoleh pemahaman, informasi dan 

prespektif yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan audit. 

Standar pekerjaan lapangan menyatakan bahwa auditor harus 

memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan 

lingkungannya, untuk selanjutnya merancang prosedur audit dan 

waktu audit. 

Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Samarinda, 

berbeda dengan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan pada 

umumnya. Sifat dan karakteristik klien kantor akuntan sangat 

bervariasi, bisa perusahaan kecil, perusahaan menengah maupun 

perusahaan besar. Demikian juga dengan jenis usaha klien kantor 

akuntan, bisa usaha jasa, perdagangan dan industri. Sedangkan 

auditi inspektorat relatif sama, yaitu kantor pemerintahan yang 

memberikan jasa layanan masyarakat. Sifat dan karakteristik 

kantor pemerintahan secara keseluruhan relatif sama dan 

sederhana termasuk struktur organisasi di unit-unit 

pemerintahan juga relatif sama. 

 

6.1.1. Permintaan Dokumen 

Permintaan data awal ini harus relevan dengan tujuan 

audit. Namun untuk audit bersifat umum, maka data yang diminta 

biasanya seperti struktur organisasi beserta uraian tugas dan 

fungsinya, Standar Operasional Prosedur (Sopanah dkk., 2013), 

Manual Prosedur (MP), Anggaran dan realisasinya. 
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Fakta lapangan terkadang menemui situasi auditi menolak 

untuk memberikan data yang diminta auditor, sehingga beberapa 

orang auditor menyatakannya dengan “membangkan”. Makna 

yang melekat pada kata “membangkan” ini ditujukan kepada 

auditi yang kurang atau bahkan tidak kooperatif ketika proses 

audit. Tidak kooperatifnya ini khususnya saat permintaan data, 

terlebih setelah melayangkan permintaan data sampai 2 kali 

namun tidak atau kurang direspon. Indeksikalitas lain yang 

muncul adalah “bumerang.” Makna yang melekat pada kata 

“bumerang” ini ditujukan kepada auditi yang akibat penolakan 

memberikan data akhirnya menjadi malu pada rapat pimpinan. 

Akibat dari auditi yang membangkan ini, maka auditor 

mempunyai persepsi negatif terhadap auditi. Keputusan auditi 

untuk tidak memberikan data kepada auditor merupakan sikap 

yang secara langsung akan mempengaruhi proses audit dan 

secara tidak sadar oleh auditi membentuk suatu praktik yang 

tidak sehat. Rerangka situasi ini dapat dikatakan sebagai 

ungkapan refleksifitas. Dikatakan refleksifitas karena kondisi 

sosial ini terjadi dan dapat diamati dalam waktu yang bersamaan, 

yaitu adanya peristiwa auditor inspektorat yang mendatangi 

auditi sehingga seakan menimbulkan ketidaksenangan auditi atas 

kehadiran auditor Internal. Demikian juga yang terjadi 

dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda. 

 
 

6.1.2. Permintaan Rapat 

Langkah selanjutnya setelah auditor memperoleh data 

awal dari auditi dan setelah melakukan survei, maka perlu 

melakukan pertemuan untuk menyamakan pemahaman tentang 

kondisi operasional organisasi auditi melalui rapat. Rapat 

koordinasi ini diharapkan memberikan pemahaman yang 

maksimal kepada semua anggota tim audit mengenai kegiatan 

operasional auditi, risiko audit yang mungkin dihadapi, dan untuk 

selanjutnya menetapkan program audit. 
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BAB 7 
PELAPORAN AUDIT 
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7.1. Seputar Laporan Hasil Pengawasan 

Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal 

pemerintah melakukan pengawasan meliputi review, audit, 

evaluasi, pemantauan dan berbagai bentuk pengawasannya yaitu 

asistensi, sosialisasi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi. Bagi Inspektorat, pelaporan hasil 

pengawasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

merupakan bagian yang penting dalam suatu tugas pengawasan. 

Laporan hasil pengawasan menginformasikan hasil temuan di 

lapangan. Artinya menginformasikan penilaian kebenaran, fakta, 

kredibiltas, efektivitas, efesiensi dan lain sebagainya menyangkut 

keandalan informasi pelaksana tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. 

Secara umum, fokus utama laporan hasil pengawasan 
adalah manajemen auditi. Artinya bahwa auditor harus 

memahami bagaimana menajemen akan menggunakan laporan 

tersebut. Apa kendala yang dihadapi?, Risiko yang dihadapi?, 

Apakah rekomendasi yang disarankan dapat dilaksanakan?. Selain 

itu, dari pihak manajemen auditi juga harus menyakini bahwa 

laporan hasil pengawasan itu adalah valid dan dapat dijadikan 

acuan dalam mengambil keputusan yang akan datang. Dengan 

demikian, laporan hasil pengawasan yang disajikan harus 

berkualitas. 

Ukuran kualitas laporan hasil pengawasan dijelaskan dari 

berbagai sumber bahwa laporan harus mengunakan bahasa yang 

jelas dan tidak bertele-tele, menggunakan kalimat pembuka yang 

konklutif, ringkas dengan bahasa yang tepat, menyajikan 

informasi yang relevan dan valid. Selain itu, laporan harus 

menyakinkan dengan argumentasi yang rasional, penjelasan yang 

memadai dan konstruktif. 

Ukuran kualitas laporan hasil pengawasan juga dapat 

dilihat dari penekanan pada hasil, berorientasi ada solusi. 

Pembaca laporan lebih menyukai laporan yang disertai ringkasan 

eksekutif dengan format yang profesional serta judul yang jelas di 

setiap bagiannya. Ketepatan waktu penyajian juga perlu 

diperhatikan, karena laporan yang terlambat diterbitkan akan 

mengurangi nilai manfaat bagi manajemen. 
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7.2. Penyusunan Laporan Audit 

Tahapan penyusunan adalah tahapan yang paling penting 

dalam suatu siklus audit. Penting karena auditor harus mampu 

menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. 

Selanjutnya, konsep laporan hasil audit yang telah diperbaiki atas 

respon manajemen auditi, selanjutnya diserahkan ke pengendali 

teknis untuk dilakukan review dari segala aspek. Penekanan 

review pada aspek substansi, tanpa mengabaikan aspek fisik dan 

format. Aspek substansi mencakup pengujian kesesuaian antara 

konsep laporan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan audit. 

Sedangkan aspek fisiknya adalah kualitas cetakan, kualitas kertas 

yang digunakan, dan kerapihan jilidnya dan lain sebagainya. 

Standar audit internal mengharuskan laporan dibuat 

secara tertulis. Penjelasan lisan diperlukan jika terdapat sesuatu 

yang kurang dipahami oleh pengguna laporan audit. Selanjutnya, 

laporan audit harus mampu memberikan sesuatu yang bernilai 

tambah kepada auditi melalui rekomendasi yang disampaikan 

oleh auditor. Artinya rekomendasi harus memberikan solusi 

terhadap pemecahan masalah dan rekomendasi tersebut dapat 

dilaksanakan. 

Selain temuan dan rekomendasi, pelaporan hasil audit 

diawali dengan informasi umum tentang auditi, kemudian 

informasi mengenai kegiatan, program, fungsi instansi, tujuan 

entitas, kemudian ruang lingkup pemeriksaan, baru kemudian 

temuan dan rekomendasi. 

Pola penyusunan laporan hasil audit membentuk perilaku 

para auditor inspektorat yang hanya melaporkan temuan 

penyimpangan dan rekomendasi adalah suatu refleksivitas. Pola 

perilaku ini secara rutinitas dilakukan oleh para auditor tanpa 

mengetahui makna dari praktik penyusunan laporan hasil audit 

yang dilakukannya. Perilaku tim audit ini memberikan gambaran 

tentang praktik audit konvensional yang dilakukan oleh para 

auditor Inspektorat Kota Samarinda. 
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BAB 8 
POLA IDEAL PENGAWASAN 

KEUANGAN DAERAH 
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8.1. Pengawasan Hulu Sungai 

Pengawasan hulu yang dimaksudkan adalah pengawasan 

dalam penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa harga 

nominal yang tercantum di anggaran adalah harga wajar. Ukuran 

harga wajar di sini mengacu sesuai harga pasar atau sesuai 

dengan harga acuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah 

yaitu standar satuan harga. Kenapa harga menjadi penting, karena 

sudah menjadi rahasia umum, bahwa pada saat penyusunan 

anggaran, maka harga yang ditetapkan sengaja digelembungkan 

untuk menutupi biaya-biaya siluman. Kondisi pengelembungan 

anggaran ini, akhirnya direspon oleh Menteri Keuangan Sri 

Mulyani bahwa jangan ada mark up anggaran. 

Biaya-biaya siluman ini tidak bisa dipertanggungjawabkan 

secara administrasi tetapi nyata terjadi di lapangan. Namanya saja 

siluman, ada tapi tidak nampak. Biaya siluman ini diantaranya 

berupa biaya politik, biaya untuk mengawal suatu proyek agar 

tidak terkendala saat pembahasan di DPR atau DPRD yang biasa 

disebut sebagai uang palu atau uang sidang. Beberapa hal 

diketahui bahwa awal korupsi itu dimulai saat penyusunan 

anggaran. Disitulah harga-harga dinaikkan terlalu tinggi. Dan itu 

adalah awal korupsi. Hal ini ditegsakan oleh Sucipto (2015) 

bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada pelaksanaan, tetapi juga 

pada tahap perencanaan, bahkan pada tahap ini lebih kental lagi. 

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pengawasan 

keuangan idealnya harus dimulai saat penyusunan anggaran. 

Mark up anggaran bukanlah kasus per kasus, tetapi sudah menjadi 

fenomena umum, bukan hanya di pemerintahan daerah tetapi 

juga di pemerintahan pusat. Artinya hal ini telah menjadi 

fenomena nasional bahwa mark up dan penyalagunaan anggaran 

memang menjadi modus korupsi selama ini, baik itu di APBN 

maupun di APBD. 

Antara peluang dan niat harus ketemu. Orang yang 

berpeluang melakukan penggelembungan harga dapat terlaksana 

walaupun dari awal tidak punya niat, tetapi karena ada peluang, 
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maka niat bisa muncul belakangan. Demikian juga niat, jika niat 

ada tetapi tidak ada peluang, maka permainan anggaran tidak 

dapat dilakukan. Namun demikian, jika dari awal ada niat, maka 

peluang permainan anggaran dapat saja diciptakan. Dengan 

demikian, pengawasan terhadap penyusunan anggaran harus 

dilakukan. 

Menurut kami, masalah niat ini masuk rumpun karakter 

yang harus dibenahi dan ini adalah persoalan hulu. Persoalan hulu 

lainnya adalah kemampuan sumber daya manusia dalam 

melakukan pengawasan. Banyak persoalan hulu lainnya yang 

dapat diungkap jika dikaji lebih dalam. Kami berpendapat solusi 

untuk dikembangkan dalam penyusunan anggaran berbasis 

kinerja dalam rangka mengatasi pengelembungan anggaran yaitu 

menggunakan Analisa Standar Belanja (ASB). 

Pengawasan keuangan yang dilakukan saat ini berupa 

audit laporan keuangan, audit kinerja, yang tujuannya 

mengevaluasi sesuatu yang sudah berakhir atau pengawasan 

refresif. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, maka 

pengawasan refresif tidaklah cukup untuk menanggulangi 

kebocoran keuangan negara. Dalam banyak kasus, kebocoran 

keuangan negara justru terjadi mark up pada anggaran. Namun 

demikian persoalan di penyusunan anggaran bukan hanya 

masalah pengelebungan anggaran tetapi juga banyak persoalan 

lainnya. Oleh karena itu pengawasan preventif juga diperlukan. 

Hal yang sama dikemukan oleh Iskandar (2018) bahwa untuk 

memberangus dan mengurangi praktik korupsi maka diperlukan 

pengawasan preventif, verifikatif dan investigatif. 

 
8.2. Pengawasan Aliran Sungai 

Pelaksanaan anggaran harus dibersihkan dari orang-orang 

yang senantiasa mencari kesempatan untuk membocorkan 

keuangan negara dalam rangka kepentingan pribadi dan 

golongannya. Walaupun penyusunan anggaran terbebas dari mark 

up atau hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan 
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BAB 9 
AKHIR SEBUAH PERJALANAN 
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Semakin maraknya pemberitaan tentang korupsi yang 

melibatkan penyelenggara negara baik di eksekutif, legislatif dan 

yudikatif, di daerah maupun di pusat serasa pemberantasan 

korupsi belum membuahkan hasil. Berbagai lembaga negara 

terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, 

seiring dengan banyaknya lembaga negara yang terlibat dalam 

pengawasan, juga bermunculan berbagai kasus kelas kakap yang 

melibatkan petinggi penyelenggara negara. KPK telah melakukan 

puluhan kali OTT (penulis; operasi tangkap tangan) dengan 

jumlah tersangka mencapai ratusan. Namun hal ini tidak membuat 

pelaku korupsi semakin berkurang. Bahkan KPK menyebutkan 

bahwa jumlah OTT selama 2018 terbanyak sepanjang sejarah. 

Lembaga negara yang terlibat langsung dalam upaya 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan adalah DPR, DPRD, 

BPK, BPKP, BAKN, dan KPK. Lembaga-lembaga ini bersifat 

eksternal dalam melakukan pengawasan. Sedangkan lembaga 

pengawas yang bersifat internal adalah inspektorat. Oleh karena 

itu, inspektorat diharapkan menjadi lembaga pengawas yang 

merupakan gerbang pertama dalam upaya pemberantasan. Oleh 

karena itu, inspektorat harus lebih meningkatkan 

pengawasannya. Hal ini perlu dilakukan agar kebocoran keuangan 

negara dapat diminimalkan. Pengawasan oleh inspektorat 

menjadi tulang punggung pemerintah daerah dalam mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang 

bersih. 

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk 

mencegah terjadi korupsi. Diantaranya adalah menerbitkan 

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, reformasi birokrasi 

untuk mewujudkan good governance dan clean government. 

Namun hasilnya belum menggembirakan. Ini menjadi tantangan 

tersendiri buat inspektorat sebagai lembaga pengawas internal. 

Berbagai fenomena di atas bagai benang kusut yang sulit diurai. 

Selain itu, Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal, 

mempunyai dilema tersendiri. Bila pengawasan menemukan 

banyak temuan hasil audit, maka dianggap membuka borok 
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sendiri. Situasi seperti ini potensial menjadi bahan tawar 

menawar antara auditor dan auditi. 

Temuan kami menunjukkan bahwa realitas audit yang 

dilakukan oleh inspektorat masih mengunakan pendekatan audit 

berbasis tradisional. Hal ini terlihat dari tahapan audit yang 

dilakukan. Tahapan ini meliputi tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pada tahap perencanaan ini, 

inspektorat menetapkan audit universe penyusunan program 

kerja pengawasan tahunan, dan tujuan audit. Penetapan audit 

universe ini didasarkan pada kebijakan inspektur dari data yang 

telah dikumpulkan sebelumnya, termasuk untuk perencanaan 

audit dalam rangka menentukan luas dan ruang lingkup aktivitas 

audit internal. 

Realitas praktik audit internal dalam penyusunan audit 

universe, inspektur mempunyai kebijakan yang menjadi sasaran 

objek audit. Kebijakan ini yaitu mengutamakan area yang 

bersinggungan dengan finansial, kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan kepatuhan terhadap standar 

operasional prosedur. Hal ini diketahui dari pendekatan yang 

digunakan oleh Inspektorat dalam menyusun audit universe. 

Pengawasan terhadap seluruh program atau kegiatan yang 

ada di pemerintahan daerah mutlak diperlukan. Namun, karena 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh inspektorat, baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, maka audit 

terhadap semua satuan kerja tidak dapat dilakukan. 

Pertimbangan utama dalam menyusun audit universe didasarkan 

pada besaran anggaran pengawasan yang dikelola oleh 

inspektorat dan ketersediaan tenaga auditor. Penelusuran kami 

menunjukkan bahwa para aktor inspektorat tidak pertimbangan 

faktor risiko bisnis dalam menyusun audit universe. Artinya hal ini 

tidak sejalan dengan pendekatan audit berbasis risiko yang selalu 

mempertimbangkan risiko sebelum menjalankan proses audit, 

sebagaimana yang diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia. 
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